
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 41 TAHON 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN 
'l'UGAS DAN TATA KERJA DIMAS PENDJDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN SJDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng 
Rap pang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik. Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 
5679); 



Menetapkan 

., 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor l 8 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

•. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS 
DAN TATA KERJA DINAS PENDTDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn 

Sidenreng Rappang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang. 
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang. 
7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tu gas 

jabatan. 
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran 

dari tugas pokok. 
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas 

semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok 
yang dilakukan pemegangjabatan. 



BABil 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Perencanaan 
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini clan Pendidikan Non 
Formal: 
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian: 
2. Seksi Kelernbagaan, Sarana dan Prasarana; 
3. Seksi Peserta Diclik dan Pernbangunan Karakter. 

d. Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 
l. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 
2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Praaarana, 
3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana. 

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan; 
l. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Non 'Formal; 
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; 
3. Sekis Tenaga Kebudayaan 

f. Bidang Kebudayaan; 
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum; 
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; 
3. Seksi Kesenian. 

g. Jabatan Fungsional; 
h. UPTDinas 

. ' .. 
(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) - 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

BABIIl 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur palaksana 
otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bernda di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



BAB IV 
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS 

' 
Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

Pasal 4 

(1) Kepala Dinas mernpunyai tugas pokok membantu Bupat.i dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan 
urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pernerintah 
Daerah. 

(2) Kepala Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l} menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 

kebudayaan; '' · 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pernerintahan bidang · 

pendidikan dan kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut: 
a. merumuskan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

berdasarkan hasil evaluasi' kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai 
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan; 

c. memantau, membina, dan mengawasi serta rnengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas; 

d. mengarahkan bawahan : dalam melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan tugas pokok ct'an fungsi agar pekerjaan dapat berjalan 
lancar; · 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD 
yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh 
hasil kerja yang optimal; 

f. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP}; 

g. mengorekei, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas 
seeuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
1. merumuskan kebijakan tcknis penyelenggaraan pengembangan 

pengelolaan administrasi umurn, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

j. penyediaan pendidikan dasar; 
J. monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan dasar; 
k. memfasilitasi sarana prasarana pendidikan dasar; 
1. merumuskan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar; 
m. melaksanakan pernbinaan, koordinasi, dan fasilitasi pendidikan 

dasar: 



n. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain/lembaga · terkait 
dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam 
penyelesaian pelaksanaan-program clan kegiatan sehingga berjalan 
efektif dan efisien; 

o. mengevaluasi hasil program dan kegiatan bidang urusan sistem 
kurikulurn, pengelolaan -sarana dan prasarana, pemberdayaan 
kelembagaan dan pengendalian mutu pendidikan dasar dalam .. 
rangka menilai capaian target sasaran; 

p. mengkoordinasikan kebijakan perencanaan bidang urusan sistem 
kurikulum, pengelolaan · · sarana prasarana, pemberdayaan 
kelembagaan dan pengendalian muru pendidikan SD dan PLB 
sesuai visi, misi dan tuj uan organisasi; 

q. melaksanakan program dan kcgiatan bidang urusan sistem 
kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pemberdayaan 
kelembagaan dan pengendalian mutu pendidikan SD dan PLB 
melalui penetapan kerangka acuan penentuan strategi pelakaanaan 
pekerjaan; 

r. rnerumuskan rencana dan program bidang pendidikan dasar; 
s. membiria dan memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalarn 

lingkungan Dinas; 
t. memproses pemberian rekomendasi/izin pendirian serta 

pencabutan izin satuan pendidikan dasar; 
u. penyusunan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB); 
v. penyusunan laporan pela.ksanaan di bidang kurikulurn, peserra 

didik, kelembagaan, srana prasaranasekolga dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

w. penyusunan kurikulum rnuatan lokal dan kalender pendidikan; 
x. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
y. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional; 
z. mcnyelenggarakan koordinasi clan konsultasi dengan kernenterian, 

lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam 
rangka penyclcnggaraan urusan bidang pendidikan dan 
kebudayaan; , 

aa. menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan Dinas: 
bb. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas clan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebija.kan; dan 

cc. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan' atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Se.kretarls 

Pasal 5 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
melaksa.nakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan 
scrta memberikan pelayana.n admiriistrasi umum, kepegawaian, hukurn, 
keuangan dalam lingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksariakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I], 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; 
c. pengoordinasian urusan urnurn dan kepegawaian; 
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d. pengoordinasian pengelolaan adrninistrasi keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sekrerariat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. mernantau, mengawasi da.1i' mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas: 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas 

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 
pelaksanaan kegiatan; 

h. mengoordinasikan da:n melaksanakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan 
keuangan Dinas; 

i. mengoordinasikan penyusunan St.a.ndar Operasional Prosedur 
Administrasi Pernerintahan pi lingkup Dinas; 

j. melaksanakan dan mengocrdinasikan perencanaan pengadaan 
barang Dinas: 

k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas; 
1. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan 

dan penghapusan barang; 
m. mengoordinasikan dan mela.ksanakan pelayanan administrasi 

umurn, kepegawaian dan hukum; 
n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas; 
p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 

keuangan; 
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

tatalaksana; 
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; 
s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 

keprotokolan; 
t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi 'serta fasilitasi pelayanan inforrnasi; 
u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan , · 

v. melaksanakan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

( l) Sub Bag;ian Perencanaan 
mempunyai tugas pokok 
penyusunan perencanaan, 
penyusunanlaporan. 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyajian data dan informasi, serta 



(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 
c. memantau, rnengawasi dan .. mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. me1akukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sa.saran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan Zatau 
menandatangani naskah dinas.. 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program kegiatan dan anggaran; 
h. menghimpun dan menyajikan data dan infonnasi program dan 

kegiatan Dinas; 
i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja; v , 

J. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur 

administrasi pernerintahan di lingkup Dinas; 
L menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 

Pereneanaan dan rnemberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok mengurnpulkan bahan dan rnelakukan 
pengelolaan adrninistrasi dan .pelaporan keuangan serta pengelolaan 
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman 

dalam pela.ksanaan tugas; · 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan men.gevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, · mengorekai, rnemaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Dinas; 

h. mengumpulka.n bahan, menyusun, dan mengelola administrasi 
keuangan Dinas; 
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1. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Dinas; 

j. rnengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 
1. menyusun realisasi perhitungan anggaran; 
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan: 
n. mengumpul.kan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemetiksaan keuangan; 
o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas; 
p. menyiapkan bahan dan monyusun adrninistrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 
menyusun laporan barang inventaris; 

r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 
Keuangan dan mernberikan saran pertimbangan kepada atasan . 
sebagai bahan perumusan kebijakan; 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 8 

( 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok rnengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan adrninistrasi 
kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: · 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; ' 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d, melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mclakukan pengklasifikasian surat menu rut jenisnya: 
h. melakukan adrninistrast dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; ' 
i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
J. melakukan, menyiapkan, darf rnengoordinasikan pengelolaan urusan 

rurnah tangga Dinas; 
k. mengoordinasikan dan mclakukan pcngumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi -serta fasilitnsi pelayanan informasi; 
1. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 

upacara bendera, kehurnasan, dan keprotokolan; 
m. mcnyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 

pegawai; 



n. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan mernfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana; 

p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; 
q. rnenyusun rencana kebutuhan pengernbangan sumber daya manusia 

dilingkungan Dinas; ' 
r, menyiapkan bahan perurnusan kebijakan pembinaan, pcningkatan 

kornpetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; 
s. menyiapkan bahan, menghirnpun dan mengelola sistem informasi 

kepegawaian; 
t. menyiapkan bah.an dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 

produk hukum di lingkungan Dinaa; 
u. mengurnpulkan bahan, mengoordinasika.n dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan kepegawaian; 
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

' 
Bagian Ketiga 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dlnl 
dan Pendidikan Non Formal 

Pasal 9 

(1) Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang rnempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi.onal di 
Bidang Pembinaan PendidikanvAnak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1). Kepala 
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulurn 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 
didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum 
dan penilaian, kelembagaan clan sarana prasarana, serta peserta 
didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendtdikan Non Formal; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangurian karakter Pendidikan Anak Usia Dini dart 
Pendidikan Non Formal; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan, sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait. rugas dan 
fu . ' ngsmya. · 
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedornan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal sehingga berjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan 

non formal; 
h. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, clan 

penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini clan Pendidikan Non 
Formal; 

i. penyusunan bahan pembinaan kurikulurn dan penilaian , 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Non Formal; 

J. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala" Bidang 
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 
dan memberi.kan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 10 

( 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pernantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas uraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan rnengcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan. penilaian terhadap ha sil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 
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e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan Zatau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; . 

h. menyusun bahan penetapan kur:ikulum muatan lokal dan 
kriteria penilaian pendidikan non formal; . 

1. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 
Pendidikan Anak Usia Dini clan Pendidikan Non Formal; 

j. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; 

k. melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Scksi Kurikulurn 
dan Penilaian, dan memberikan saran pertirnbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesua.i 
dengan bidang tugaanya. 

Pasal 11 

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana <lipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang kelernbagaari dan sarana prasarana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Praearana sehingga 
berjalan lancar; 

c. mernantau, mengawasi danrnengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk 
mengetahui perkernbangan pelaksariaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; 

h. penyusunan bahan pernbinaan kelembagaan dan sarana prasarana 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non. Formal; 

i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 
penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal; 
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j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan 
sarana prasarana Pendidikari.Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal; 

k. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 

L menyusun laporan hasil pela.ksanaan tugas Kepala Seksi 
Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebiiakan: 
dan 

m. rnelakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

P��al 12 

(1) Seksi Peserta Didik dan Pemhangunan Karakter dipirnpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok m.en.yiapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pernantauan dan 
evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan karakter pescrta didik. 

(2) Tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pernbangunan 

Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga 
berjalan lancar; . 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g: penyusunan bahan perurnusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan minat, ba.kat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Non Formal; 

h. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karak.ter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendiclikan Non Formal; ,. 

1. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter 
peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal; 

j. pelaporan di bidang pernbinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Non Formal; dan 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta 
Didik dan Pembangunan, Karakter, dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijak.an; 
dan 

l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. ., . 
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Bagian Keempat 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

Pasal 13 

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok rnclaksanakan perumusan dan pclaksanaan 
kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, 
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 
didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum 
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 
didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan · Sekolah 
Menengah Pertama; 

c. penyiapan bimbingan tekn:is dan supervisi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulurn dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama; dan � · 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : . 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Iingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e, menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 
h. menyusun bahan penerbitan izm pendirian, penataan, clan 

penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 
1. menyusun bahan pembi . naan kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangurian karakter Sckolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama; 



j. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang 
penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota; 

k. menyusun laporan hasil. pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Pembinaan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. · 

Pasal 14 

( l) Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang kurikulumdan penilaian. 

' 

dan/atau 

kebijakan 
Menengah 

' 

memaraf 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: · 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulurn dan Penilaian sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kurikulurn dan Penilaian sehingga berjalan lancar: 
c. rnemantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, .. . mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kurikulurn dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah 
Pertarna; 

h. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal clan 
kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertarna; 

i. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian Sekolah Dasar dan Seko1ah Menengah Pertama; 

j. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang 
penuturnya dalam daerah kabupaten / kota; 

k. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama; 

I. melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum 
dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perurnusan kcbijakan; dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugaenya . 

. Pasal 15 

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas pokok rnenyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
Icebijalcan operaeional, bimbirigan teknis, pemantaunn dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana. 



(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kelernbagaan dan Sarana Prasarana sehingga 
berjalan Iancar; ' 

c. memantau, mengawasi dan merigevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
�- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

h. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan 
prasararia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

1. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 
penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, 
sarana, dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama; 

k. pelaporan di bidang kelernbagaan dan sarana prasarana Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah .Pertama; 

I. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

m .. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Seksi Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan clan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan di bidang Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 

Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Peserta Didik clan Pembangunan Karakter sehingga 
berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mcngcvahraei pelalcsanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai {SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
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f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama: 

h , menyusun bahan pernbinaan minat, ba.kat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

t. menyusun bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembinaan minat, bakat, .,prestasi, dan pembangunan karakter 
peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertarna; 

J. melaporkan di bidang pernbinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan Ketenagaan 

Pasal 17 

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok melakeanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga 
kebudayaan. 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non 
form.al, serta tenaga kebudayaan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga keperididikan pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non 
formal, serta tenaga kebudayaan; 

c. penyiapan birnbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non 
formal, serta tenaga kebudayaan; _ 

d. pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik 
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, sekolah menengah pert.a.ma, dan pendidikan non formal, 
serta tenaga kebudayaan; !. 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan t.ugas; 
b, mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. mernantau, mengawasi dan' mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap basil dan preetasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP}; 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
g. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompet.ensi 

pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. membina pendataan pendidikan menengah dan khusus; 
1. memfasilitaei pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan non formal; 
J. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan roenengah 

dan pendidikan khusus; 
k. rnemfasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan 

rekomendasi izm pcndirian dan penutupan satuan pendidikan 
anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasarna, dan sekolah 
rnenengah pertama kerjasama; 

l. memfasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pernblnaan 
lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilita.si pengelolaan 
warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan 
lainnya; 

m, menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal. serta tenaga 
kebudayaan; 

n. menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dair tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertarna, dan pendldikan non formaJ; 

o. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam kabupaterr/kota; 

p. rnenyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan 
perrnuseurnan, tenaga kesejarahan, teriaga tradisi, tenaga kcscnian, 
dan tenaga kebudayaan lainnya; 

q. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pernbinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertarna, dan pendidikan non 
formal, serta tenaga kebudayaan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Bidang 
Pernbinaan Ketenagaan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagal bahari perumusan kebijakan; dan 

s. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
eesuai dengan bidang tugasnya. 



Pasal 18 

(1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Non Formal dipirnpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas pokok rnenyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Non Formal. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan A15ak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 
sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan' mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pcgawai (SKP); 

e. menyusun rancangan , · mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat seeuai denga.n bidang tugasnya; 
g. memfasilitasi pelaksanaan ' akreditasi pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan non formal; 
h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah 

dan pendidikan khusus: ' 
1. memfasilitasi pengembangan karier pendidik; 
j. penyusunan bahan perumu san, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan : tenaga kependidikan Pend.idikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 

k. penyusunan bahan rencaria kebutuhan, rekomendasi pemindahan 
pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak U sia Dini dan 
Pendidikan Non Formal; · 

1. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini clan Pendidikan Non Formal; 

m. Penyusunan bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pernbinaan pendidik dan tenaga kependi.dikan Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Non Formal; 

n. pelaporan di bidang pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan- Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Non Formal, dan membcrikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

p. mcfakukAn tugns Icedinasan lain yang diperintahkan atasan scsuai 
dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 19 

(1) Seksi Pendidikan dan Tenaga'. Kependidikan Pendidikan Dasar oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan 
dasar. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan1' Dasar sebagai pedornan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Dasar sehingga berialan lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Dasar untuk rnengetahui perkem.bangan pelaksanaan tugas; 

d. mel.akukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawa.i.(SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ a tau .. 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan pengurusan kenaikan pangk.at dan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan khusus; 
i. menyiakan bahan Iasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal; 
j. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan 

pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
k. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik, 

penyiapan bahan rekomendasi izm pendirian dan penutupan 
satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar 
keriasarna, dan sekolah menengah pertama kerjasama; 

I. menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi 
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi 
pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas 
pembantuan lainnya; 

m. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama; 

n. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 
pendidik dan tenaga kependidikan Sekol.ah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; i 

o. menyusun bahan pembinaan pendidik clan tenaga kependidikan 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

p. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah 
Mencngah Pertama; 

q. menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dcngan bidarig tugasnya. 



Pasal 20 

(1) Seksi Tenaga Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang rnempunyai 
tugas pokok rnenyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
di bidang pembinaan tenaga kebudayaan. 

tenaga 

ca gar 
tenaga 

evaluasl 
dan 

dan/atau memaraf 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. rnenyusun rencana kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan sebagai 

pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
b. menclistribusikan dan rneinberi petunjuk pelaksa naan tugas di 

lingkungan Seksi Tenaga Kebudayaan sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas: dalam 

lingkungan Seksi Tenaga Kebudayaan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan-tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, , , mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikutl rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pembi.naan tenaga cagar budaya dan perrnuseuman, 
tenaga keseja.rahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan 
tenaga kebudayaan lainnya; 

h. melakukan penyusunan bahan pembinaan tenaga 
budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, 
tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; 

1. melakukan penyusunan .bahan pemantauan dan 
pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya 
permuseurnan, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, 
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; 

J. menyusun pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar 
budaya dan permuseurnan, tenaga kesejarahan, tenaga 
tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tenaga 
I 

Kebudayaan, dan memberikan saran pertlmbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

1. rnelakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kenam 
Bidang Kebudayaan 

Pasal 21 

(l} Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mernpunyai tugas 
pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang kebudayaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimaua dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Kebudayaa.n mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan; 
b. pelaksariaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan; dan 
e. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. ' - 



.. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : • 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pela.ksanaan tugas kepada 

seksi-seksi di lingkup Bidang Kebudayaan sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Kebudayaan untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaantugas; . 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Ketja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 
kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 
komunitas dan lernbaga adat, dan pernbinaan kesenian; 

b. menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 
pembinaan kesenian; , 

1. menyusun bahan pengelolaan kebudavaan yang masyarakat 
pelakunya dalam daerah kabupaten/kota; 

j. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya 
dalam daerah kabupaten/kota; 

k. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang 
masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota; 

1. menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya 
dalam daerah kabupaten/kota; 

m. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota; 
n. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar 

budaya peringkat kabupaten /kota; 
o. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar hudaya ke luar 

kabupaten/kota; 
p. menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten/kota; 
q. menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah. 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, clan 
pembinaan kesenian; 

r. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pernbinaan 
sejarah, pelestarian tradisi, pernbinaan komunitas dan lembaga adat, 
dan pembinaan kesenian; 

s. menyusun pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum �nbupaten/kota, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan kornunitas dan lembaga adat, dan 
pembinaan kesenian; ' 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Kebudayaan, dan mernberikan aare.n pertirubangan kepada .ata.san 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya, 

• I 
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Pasal 22 

(1) Seksi Cagar Budaya dan Museum dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan. dan pelaksanaan 
kebija.kan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, 
serta perrnuseuman. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dintaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan ' Museum 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b.. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum sehingga berjalan 
lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas: 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyuaun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan perurnusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

registra.si cagar budaya pan pelestarian cagar budaya, serta 
permuseurnan; 

h. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar 
budaya dan pelestarian cag�r budaya; 

1. menyusun bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan museum; 

j. penyusunan bahan penerbitan izin mernbawa cagar budaya ke 
luar daerah kabupaten/kota; 

k. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi 
cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta perm useuman; 

1. menyusun pelaporan di 'bidang registrasi cagar budaya dan 
pelestarian cagar budaya, serta perrnuseuman; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ' Cagar 
Budaya dan Museum dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

. ' 
Pasal 23 

[1} Seksi Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budava tak benda, dan 
pembiriaari kcmunitas dan lcmbaga sidat. 

. 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. meridiatribtraikan clan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Sejarah dan.Tradisi sehingga berjalan lancar; 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut : 



c. memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Sejarah dan Tradisi untuk rnengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas: 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai,dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak 
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; 

h. penyusunan bahan pelestarian tradisi; 
1. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi; 
j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, 

tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas 
dan lembaga adat; 

k. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak 
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sejarah dan 
Tradisi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahk.an atasan . sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

I 
Pa.sa.124 

(1) Seksi Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 
menyiapkan perumusan dart pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis, pemantauarr-dan evaluasi serta pelaporan di bidang 
kesenian. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
beri.kut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. rnendistribusikan dan memberi petunj uk pelaksanaan tugas cl i 

lingkungan Seksi Kesenian sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rugas dala.m 

lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, · 'mengoreksi, mernaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun bahan perurnusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan kesenian; � 
h. menyusun bahan pembinaan kesenian; 
1. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 

kesenian; 
J. rnenyusun pelaporan di bidang pembinaan kesenian; 
m. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesenian, 

dan memberikan saran pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan ' 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 



o. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 
meliputi sistern informasi administrasi kependudukan, pengolahan 
dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan surnber daya 
manusia teknologi informasi dan komunikasi; 

p. pengendalian dan evaluaei pelaksanaan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukanj dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Ketujuh 
Jabatan Fungsional 

Pasal 25 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian 
tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 26 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan 
olch Bupati. . 

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati. 

Pasal 27 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 
umurn yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. '. 

(2) Dalam hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan 
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati 
untuk mendapatkan persetujuan. 

Pasal 28 

Dalarn melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bagian, Kepala Seksi clan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, .integrasi dan sinkrontsasi baik dalam 
lingkup masing-masing maupun antar satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-masing. , . 

• Pasal 29 

(1) Kepala Dinas waiib mengawasi Sekretarie dan setiap Kepala Bidarig 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maeing-masing, dan bila 
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila 
terjadi penyirnpangan dapat mengambil langkah-1angkah yang 
diperlukan sesuai dcngan pcraturan, 

"" 
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(3) Setiap Kepala Sub Bagian ·dan Kepala Seksi wajib mengawasi 
pelaksanaan tugas setiap Staf masing-rnasing, dan bila terjadi 
penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan. 

Pasal 30 

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
Sekretaris, setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk 
dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab mernimpin, 
mengoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan 
mernberikan birnbingan serta .petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya 
masing-masing. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, 
mengoordinasikan setiap Staf masing-maeing dan mernberikan 
bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. 

Pasal 31 

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekret.aris 
Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat 
wak:tu. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang .bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretarts dan 
setiap Kepala Seksi bertanggurig jawab kepada Kepala Bidang masing­ 
masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi berkewajiban 
menyampaikan laporan sec.ara berkala tepat waktu. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 33 

UPT Dinas Pendidikan yang ada .�ttt ini telap melaksanakan tugas clan 
fungsinya sampai dibentuknya UPT baru sesuai peraturan perundang­ 
undangan, dan UPT tersebut berubah nomenklatumya rnenjadi UPT Dinas" 
Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dalam melaksariakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, rnaka : 
a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan 
(Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 12); 

b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda, 
Olahraga, Kebudayaan dan , Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 25}; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya ·dalam Beri.ta Daerah kabupaten Sideneng 
Rappang. 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 30 :Dese.uibe,r 2016 

., ... 
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 30' DQseniber 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
TAHON 41 
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